BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SALINAN PUTUSAN
Nomor Register 001/PS REG/71 7104/VI111/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud memeriksa dan
memutuskan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut -
Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari

1. a. Nama : Djekmon Amisi,SH
b. No. KTP
c. Alamat

d. Tempat, Tanggal Lahir

e. Pekerjaan/Jabatan

2. a, Nama : Dr. Jeti Pulu,S.Sos.,M.Si
b. No. KTP
c. Alamat

d. Tempat, Tanggal Lahir

e. Pekerjaan
yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud dan ditetapkan sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Talaud yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan
Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024
tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tanggal 17 Agustus 2024,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
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dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Benta
Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor . 220/PL 02 2-BA/7104/2/2024 tentang
Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tanggal 17 Agustus 2024;

Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di Jalan Bui
Batu Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan melonguane Kabupaten Kepulauan
Talaud, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Permohonan diajukan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 20 Agustus
2024 dan dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/VI111/2024

Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon,

Mendengar Keterangan termohon,;

Mendengara Keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti — bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA
/ ’_‘?\ Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
4 Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/VIII/2024 tanggal 21 bulan
Agustus tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
mendaftarkan diri melalui jalur Perseorangan pada tanggal 12 Mei 2024 di Kantor
Termohon.

2. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara yang
dikeluarkan oleh Termohon Nomor: 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tanggal 17
Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan
Minimal Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang
merugikan Pemohon.

3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon Menyerahkan dukungan KTP
sebanyak 9.172 (Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua) kepada Termohon
dengan rincian 1.578 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan) diserahkan pada
silon KPU sedangkan 7.594 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat)

diserahkan manual / fisik B1-KWK kemudian diverifikasi Administrasi oleh
2
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Termohon dan dinyatakan memenuhi syarat Verfikasi Administras| sebanyak
8 115 (Delapan Ribu Seratus Lima Belas) yang diumumkan oleh Termohon
tanggal 1 Juni 2024,

4 Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan oleh Termohon melalui PPS yang
melakukan verifikasi factual terhadap pemilik KTP yang memberikan dukungan
kepada Pemohon karena PPS saat melakukan verifikasi PPS melakukan video
slaran langsung di facebook (FB) terhadap pendukung yang sudah menyerahkan
dukungan KTP sehingga menyebabkan Pemilik KTP menarik dukungan dengan
mengatakan tidak mendukung kepada Pemohon karena mereka (pendukung)
merasa takut dukungan mereka diketahui oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah
Kabupaten karena mereka takut tidak lagi mendapatkan bantuan di desa,
sehingga menyebabkan dukungan Pemohon pada verifikasi factual pertama
sebanyak 8.115 (Delapan Ribu seratus Lima Belas) tersisa yang menyatakan
dukungan kepada Pemohon hanya sebanyak 2354 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima
Puluh Empat) dan dinyatakan oleh termohon tidak memenuhi syarat dukungan
sebanyak 4.990 (Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) dukungan.

5 Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap cara dan mekanisme yang dilakukan
Oleh Termohon melalui PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual karena PPS

melakukan Vidio, mengambil Photo bahkan ada yang melakukan siaran Langsung

= di facebook (FB) hal ini sangat memberikan tekanan psikis kepada pendukung,
3
‘_i \ sangat mempengaruhi mental para pendukung sehingga pendukung yang semula
L memberikan dukungan kepada Pemohon kemudian menarik kembali dukungan.

6 Bahwa Fungsi Verifikasi Faktual dilakukan oleh PPS adalah untuk memastikan
seseorang pendukung yang sudah menyerahkan KTP apakah benar memberikan
dukungan dan memberikan KTP untuk mendukung pasangan Bakal Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Djekmon Amisi,SH dan DR.Jeti Pulu,S.Sos
M Si Mereka ( PPS) tidak boleh melakukan vidio, mengambil Photo dengan
kamera HP ataupun siaran langsung di media Sosial FB. SEKALI LAGI KAMI
KATAKAN BAHWA HAL ITU SANGAT MEMPENGARUHI MENTAL PSIKOLOGI
PENDUKUNG.

7. Bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada PPS
sehinggan PPS tdak memahami apa maksud dan Fungsi Verifikasi Faktual.
Contohnya PPS Kelurahan Melonguane dan Panwas kelurahan Melonguane
mendatangi rumah Pemohon calon Perseorangan Bupati DJEKMON AMISI, hal
ini sangat aneh dan sangat lucu seorang Calon Independen kemudian tetap
ditanyal apakah memberikan dukungan dalam pencalonan bupati dan wakil Bupati
Djekmon Amisi Ini bukti bahwa Termohon tidak melakukan bimbingan teknis
dengan baik tidak memberkan petunjuk cara melakukan Verifikasi Dukungan

dengan baik sehingga Bakal Pasangan Calon tidak dirugikan
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0 Dahwa Termohon tdak memberkan soslalisasl kepada Publik lentang calon
Independen/Porseorangan sebab sampal dengan pemasukan dokumen syaral
dukungan ke kantor Termohon kami tidak pema pernah diundang  dalam
soslalisast calon perseorangan mengenai syarat dukungan dan bentuk formulir
dukungan sehingga Pemohon dan calon lainnya seperti Bakal calon Bapak Apson
Himpua gugur karena lidak mencukupl daftar dukungan pada penyerahan berkas
dukungan karena baru mengetahui syarat dan Formulir jenis baru sesual
peraturan KPU 1 (satu) minggu menjelang penutupan waktu penyerahan
dukungan Pemohon tetap memenuhi syarat jumlah dukungan pada penyerahan
Syaral dukungan pada batas akhir penyerahan dukungan karena Pemohon
mempunyal jumlah Tim di desa yang banyak dan Tim di sekretariat pemenangan

dengan jumlah yang banyak sehingga kami dapat mencukupi daftar dukungan.

=

Bahwa Pemohon sebelum mengumpulkan Dukungan syarat Calon Perseorangan
menanyakan kepada salah satu komisioner KPU Kabupaten Talaud untuk
meminta Formulir dukungan untuk diserahkan kepada Tim sukses yang ada di
desa desa , kelurahan dan Kecamatan dan diberikan oleh Termohon peraturan
KPU Nomor 1 Tahun 2020 beserta lampiranya sehingga kami Mengedarkan
Daftar dukungan kepada Tim sukses untuk diisi nama Pendukung dan lampiran
KTP Pendukung tetapi ternyata Formulir dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun
2020 adalah Formulir yang lama;Formulir MODEL B.1.1KWK PERSEORANGAN.
Model itu yang Pemohon edarkan dan Pemohon jalankan kepada seluruh Tim
[ 4 yang ada di Desa,Kelurahan dan Kecamatan. Kami diberitahukan oleh Termohon
\_ / bahwa sudah ada peraturan baru setelah dua minggu menjelang penutupan
sehingga kami panik tidak dapat membuat dukungan dalam Formulir baru MODEL
B.1 KWK PERSEORANGAN. TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupali di Kabupaten Talaud Tahun 2024 sangat tidak siap dan
tidak Profesional dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupali tahun 2024,
10.Bahwa dukungan Pemohon banyak berkurang dari Keluarga ASN (Aparatur Sipil
Negara) dan Tenaga Honorer karena Termohon melaui PPS melakukan
pengambilan dokumentasi berupa video bahkan ada petugas PPS yang
melakukan video siaran langsung melalui facebook (FB) pada saat
berlangsungnya Verifikasi Faktual karena pendukung yang mempunyai Anak
ataupun orang tua ASN ataupun Pendukung yang mempunyai keluarga dekat
sebagai ASN serta tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
karena takut jika dukungan mereka diketahui oleh Pemerintah Kabupaten
sehingga akan berdampak pada akan dimutasi/diberhentikan karena kedapatan
mendukung Pemohon sebagai Calon Perseorangan.
11.Bahwa kami pemohon mengalami situasi sulit karena disaat Verifikasi Faktual

Dukungan pendukung kami yang suda memberikan dukungan KTP mereka
4
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Hielake Mommsouhi Bigarat olah P
12 Db Sllan yang tibuat olahe Eormabion o kakarategan ganeg sandgat
fatal dan bedurn Tayak digonakan barona Wdak mompongal | iltar untie
maiatmalisg kegandaan sehingga dita yang diunggah leb gemohon edak avan
mongatamt kegandaan sobab soharasnga ki data dukungan gang sudat
terupload maka socata otomatis lidak bisia dianggah lage dista dukangan gang
sama dan langsung ditolak oleh sistem program Sidon Pemohon idak mengalarm
dati ganda pka siton KPU dilsngkapt filter untuk bisa menyanng data dukangan
yang sudah tecupload sehingga tdak bisa diupload lag serta idak ada potens
ganda dengan calon perseotangan lainnya di Kabupaten Kepulauan Talaud setat
yang mencalonkan menjad Galon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan
findependen hanya pemohon sendin, sebenarmya hal inl sangat menguntungkan
dan memudahkan Pemohon mengumpulkan dukungan karena sudah pasti idar
ada dukungan ganda dengan dukungan calon lain
13 Bahwa Termohon lelah melakukan kesalahan besar dan sangat merugikan
Pemohon sebab data yang sudah di Verifikasi Faklual pertama ternyata keluar
juga pada Venfikasi faktual kedua pada perbaikan dukungan Hal ini seharusnya
; tidak terjadi sebab Termohon pada Venfikasi kedua pada perbaikan dukungan
4’ ) setelah Pemohon menyerahkan dukungan perbalkan kepada Termohon kembali
: Termohon melakukan Venfikas administrasi terhadap dukungan yang diserahkan
oleh Pemohon sebelum di lakukan Venfikasi Faktual kedua pada perbaikan
dukungan Hal ini karmi sangal disesalkan kenapa data yang sudah di lakukan
Venfikas pada Venfikas pedama tap tetap keluar juga dalam Venfikasi kedua
sehingga Termohon seperti menjebak Pemohon pada Venfikasi kedua dan sangat
sangal merugikan Pemohon
14 Bahwa karena cara dan mekanisme yang salah dalam melakukan Venfikasi oleh
Termohon melalui PPS sehingga dan jumlah dukungan yang di lakukan Verifikasi
Faktual pertama oleh Termohon dan jumlah dukungan yang divenfikas sebanyak
8115 ( delapan nbu seralus ima belas ) dukungan yang tersisa dan berani
menyatakan tetap mendukung Pemohon pada Venfikasi Pertama hanya tersisa
2 354 ( dua nbu tiga ratus ima puluh empat ) dukungan
15 Bahwa dengan sistem dukungan yang harus dirnasukkan pada Silon yang di buat
oleh  Termohan menyebabkan dukungan Pemohon yang tidak terbaca
menyebabkan kira kira 4 000 dukungan terbuang percuma karena tidak terbaca
disebabkan kualtas photo kabur karena kualtas pengambilan Photo oleh Tim
Pemahon yang ada di desa berbeda-beda sehingga yang seharusnya dukungan

yang dimasukan oleh Pemohon kepada Termohon pada penyerahan dukungan

5
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pertama sekitar 13 000 dukungan terbaca sisa 9.172 dan setelah di Venfikasi
Administrasi oleh Termohon tersisa 8 115

16.Bahwa karena Dukungan Pemohon belum memenuhi syarat pada Venfikasi
pertama sehingga Pemohon kembali menyerahkan dukungan pada tahap
perbaikan pada tanggal 11 bulan juli 2024 sebanyak 5.920 (ima nbu Sembilan
ratus dua puluh) dan kemudian dilakukan Verifikasi Administrasi oleh Termohon
dan dinyatakan memenuhi syarat Administrasi sebanyak 5.166 ( ima nbu seratus
enam puluh enam ) untuk diverifikasi Faktual kedua pada masa perbaikan.

17.Bahwa pada saat pemasukan dukungan kedua Pemohon menyampaikan
keberatan terhadap kejanggalan dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon
melalui PPS karena ada Verifikasi Faktual pertama mereka PPS melakukan Video,
mengambil gambar Photo bahkan mereka PPS melakukan Siaran langsung pada
media sosial FaceBook ( FB ) pada saat itu di kantor Termohon, keberatan kami
Pemohon diterima dan disanggupi oleh Termohon bahwa tidak akan melakukan
Video ataupun siaran langsung pada Verifikasi Faktual kedua kecuali bagi
pendukung yang tidak berada di tempat yang dihubungi Via Video Call ataupun
Rekaman Video sehingga dukungan yang memenuhi syarat MS pada Verifikasi
Faktual kedua pada masa perbaikan dari jumlah yang diverifikasi Faktual 5.166 (
lima ribu seratus enam puluh enam ) yang di nyatakan memenuhi syarat dukungan
adalah sebanyak 2.351 ( dua ribu tiga ratus lima puluh satu ) artinya bahwa
stengah dari jumlah yang diverifikasi memenuhi syarat. Jika pada Verifikasi

/4_\ Faktual pertama tidak melakuakan dokumentasi Video, Photo dan tidak
:::u/ melakukan siaran langsung melalui media sosial FeceBook ( FB ) kepada

pendukung yang membuat Pendukung menarik dukungan maka pasti hasil
Verifikasi Faktual pertama akan melebihi setengah dari jumlah dukungan yang
diverifikasi pada Verifikasi Faktual pertama sebanyak 8.115 ( delapan ribu seratus
lima belas ) jika diverifikasi dengan baik tanpa mengintimidasi pendukung,
Pemohon pastikan bahwa dukungan mencapai 6000 ( enam ribu ) karena
pendukung kami lainnya bekerja di luar daerah dan sulit di hubungi oleh PPS.

18.Bahwa karena dukungan Pemohon belum memenuhi syarat dukungan pada
Verifikasi pertama sehingga Pemohon kembali menyerahkan syarat dukungan
pada tahap perbaikan sebanyak 5.920 ( lima ribu sembilan ratus dua puluh ) dan
di nyatakan memenuhi Syarat berdasarkan Verifikasi Administrasi yang dilakukan
oleh Termohon sebanyak 5.166 ( lima ribu seratus enam puluh enam ) untuk
dilakukan Verifikasi Faktual kedua.

19.Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual pertama, Pemohon telah
mengajukan Keberatan lisan secara langsung di Kantor Termohon yang di ikuti
oleh seluruh Termohon melalui Daring tentang pengambilan dokumentasi baik
rekaman Video dan siaran langsung lewat media sosial FaceBook yang dilakukan

oleh PPS dan oleh Termohon yaitu Kepala Divisi Teknis melalui siaran daring
6
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beran di saat Verikast Faktual kedua Udak akan melakukan Video, tekaman dan
staran langsung pada Verifikast kedua namun dalam pelaksanaan verilikasi faktual
Kedua, Termohon lewat petugas PPS masth tetap juga melakukan petekaman
video dan siaran langsung lewat media sosial facebook dan itu sangal merugikan
Pemohon
20 Bahwa pada saat Pleno penatapan hasil akhir Verfikast | aktoal kedua, Pemohon
kembali mengajukan keberatan secara langsung disaat pleno di kantor Termohon
yang dihadiri oleh Termohon, Seluruh Anggola PPK dan Bawaslu lentang
pengambilan dokumentasi berupa video slaran langsung melalul media soskal
Facebook yang langsung dibantah oleh Kepala Divisi Teknls bahwa di pastikan
tidak ada anggota PPS melakukan pengambilan rekaman video maupun video
siaran langsung melalui media sosial facebook Disaat itu juga Lialson Officer (LO)
Pemohon langsung mengeluarkan Handphone dan menunjukkan 2 (dua) bukt
rekaman video siaran langsung pada pelaksanaan verifikasi faktual kedua yang di
lakukan oleh anggota PPS Desa Lalue di Kecamatan Essang di saksikan oleh
Termohon, seluruh anggota PPK serta Bawaslu dan tidak dapat lagi di bantah oleh
Termohon karena Pemohon lewat Liasion Officer (LO) langsung menunjukkan
serta menyambungkan lewat pengeras suara bukti rekaman video slaran langsung
lewat media sosial facebook tersebut pada saal rapat pleno sedang berlangsung
dan didengar oleh Termohon, PPK dan Bawaslu serta semua orang yang hadir
\ saat rapat pleno tersebut.
\ u“l‘ J 21.Bahwa Pemohon sangat menyayangkan keputusan Termohon yang melakukan
, rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Faktual kedua pada hari besar Negara
Republik Indonesia yaitu Tanggal 17 Agustus jam 11.00 WITA disaat upacara
peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke 79 Tahun berlangsung, seharusnya
pleno Termohon dapat lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada
batas akhir penetapan Dukungan Perseorangan sehingga menurut Pemohon
bahwa Termohon Menjadwalkan Rapat Pleno Verifikasi Faktual di jam
berlangsungnya upacara bendera adalah pelanggaran kode etik karena batas
akhir penetapan hasil Verifikasi Faklual bukan pada tanggal 17 Agustus atau
setidaknya Termohon Menjadwalkan Rapat Pleno setelah selesai Upacara
bendera memperingati kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke 79 Tahun.
22.Bahwa karena Pemohon telah dirugikan oleh Termohon melalui PPS dalam
melakukan Verifikasi Faktual pertama yang menyebabkan dukungan Pemohon
sebanyak 8.115 ( delapan ribu seratus lima belas ) karena Termohon melakukan
Video, siaran langsung sehingga menyebabkan pendukung yang sudah
menyerahkan KTP dukungan kepada Pemohon mencabut kembali dukungan
sehingga dukungan pada Verifikasi pertama hanya tersisa 2.354 ( dua ribu tiga
ratus lima puluh empat ) Pendukung Fanatik yang tetap bertahan memberikan
dukungan kepada Pemohon.
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23.Bahwa pada penyerahan dukungan Perbaikan wa'aupun wakiy yang doerikan
oleh Termohon hanya 7 (tujuh) hari tapi Pemohon bersama Tim yang tersenar o
Desa dan Kelurahan dapat mengumpulkan dukungan KTP dukungan pada tahap
perbakan sebanyak 5.920 ( lima nbu sembilan ratus dus puluh ) dan dinyataian
memenuhi Syarat berdasarkan Verffikasi Admnistrasi yang diakukan olen
Termohon sebanyak 5.166 ( lima ribu seratus enam puluh enam ) untuk dilakukan
Verifikasi Faktual kedua dan dinyatakan memenuhi Syarat sebanyak 2 351 ( dua
ribu tiga ratus lima puluh satu ) ini sangat tidak masuk diakal Pemohon sebab
dukungan yang Pemohon persiapkan dikumpul dan waktu yang sangat lama yang
di nyatakan oleh Termohon Memenuhi Syarat untuk di Verifikasi Faktual dengan
Jumlah yaitu 8.115 (delapan nbu sermratus lima belas) tetapi anehnya bahwa
setelah dilakukan Verifikasi Faktual oleh Termohon yang menyatakan dukungan
kepada Pemohon hanya 2.354 ( dua ribu tiga ratus lima puluh empat ) seharusnya
Jika dilakuklan Verifikasi dengan baik tanpa Video , tanpa memotret. tanpa
melakukan siaran langsung, tanpa menekan Pendukung maka Kami Pemohon
yakin dan pastikan bahwa pendukung yang memberikan dukungan pada Verfikasi
Faktual pertama mencapai 6.000 Dukungan. Dengan demikian pasti dukungan
Pemohon melebihi angka minimal dukungan yang di tetapkan yaitu 7.339 ( tujuh
ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan ).

24.TOLOOOONG JANGAN HALANGI HAK KAMI PEMOHON UNTUK
MENCALONKAN DIRI MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TALAUD. Kami menerima kekalahan kami jika kami kalah dengan cara elegan

tapi kami tidak menerima kekalahan kami jika kami diperlakukan dengan cara tdak
adil.

PETITUM

1. Menyatakan menerima Permohonan pemohon.

2. Menyatakan bahwa Pemohon Memenuhi Syarat Dukungan Minimal melebihi
7.339 ( tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan ) Dukungan dalam Pencalonan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

3. Menyatakan bahwa Cara dan Mekanisme Verifikasi Faktual dukungan yang di
lakukan oleh Termohon melalui PPS dengan cara melakukan Video, Photo dan
siaran Langsung pada media sosial FaceBook (FB) menyalahi ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku dan merugkan Pemohon sehingga
menyebabkan Pendukung Menarik dukungan

4. Menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati DJEKMON AMISI, SH dan pasangan
Calon Wakil Bupati DR.JETI PULU , S Sos. M.Si Memenuhi Syarat Dukungan
Minimal untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupat
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5. Menyatakan Membatalkan Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024
tanggal 17 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Termohon dan dinyatakan Tidak
Berlaku.

6 Memerintahkan Termohon untuk menerima dan Mendaftarkan Pemohon sebagai
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024.

7. Memerintahkan Termohon untuk menjalankan Putusan Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam sengketa ini.

8. Memerintahkan Termohon untuk menerima Pendaftaran Pemohon sebagai Calon
Bupati DJEKMON AMISI, SH dan Calon Wakil Bupati DR.JETI PULU, S.Sos, M.Si

menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024.
- MOHON KEADILAN,,.

JAWABAN TERMOHON

Sebelum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menyempaikan
kronolohis penerimaan dokumen syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024
sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Maret 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah
mensosialisasikan dan/atau mengumumkan syarat dan formulir pencalonan
perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
melalui Website KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti T-01).

2 Pada Tanggal 5-7 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

//';5\ Talaud mengumumkan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon
- ! Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
~— 2024 (Bukti T-02), yang pada pokoknya menyampaikan untuk syarat minimal

dukungan pada Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 7.339 (tujuh ribu tiga
ratus tiga puluh sembilan) dan jumiah sebaran dukungan minimal 10 (sepuluh)
Kecamatan dan Penyerahan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024
dimulai pada tanggal 8 Mei 2024 s.d. 12 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud.

3. Pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024, pukul 15.28 wita, Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Djekmon Amisi, SH - Dr. Jeti Pulu, S.Sos,M.Si; melalui LO an.
Ruddy M. Pangalila sesuai dengan surat tugas yang diterima oleh petugas
Helpdesk datang di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, menyampaikan
permohonan pembukaan akun Silon dan kemudian dilayani oleh petugas Helpdek
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan hari itu juga langsung dibuatkan akun
Admin Silon untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

4 Berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 676/PL.02 2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei

2024 Perihal : Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon
9

hitps:/fjdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Kepl. Talaud


https://v3.camscanner.com/user/download
https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Kepl.  Talaud


Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KIPU Fabupaten ¥epulauan
Talaud menerima dukungan syarat minimal pada tanggal 12 Mel 2024 dan 1.0
Bapaslon Perseorangan membawa dokumen Model B1- KWK PEROEORANGEN
secara fisik yang kemudian kami hitung secara manual jurmlsh B1-¥ Y
PERSEORANGAN fersebut sesual surat dinas KPU Nomor 70701 02 72
SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik dan Digital

5. bahwa berdasarkan pada angka 2 di alas kemudian KPU Kabupaten/¥ols
memberikan waktu selama 3 x 24 jam sejak terbitnya Tanda Penenmaan dan
Berita Acara Penerimaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Djekmon Armisi
SH-Dr. Jeti Pulu, 8,So0s., M.Si untuk melakukan penginputan dan penggunggahan
dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon.

6. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 23.05 wita, KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud menerima penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan, Djekmon Amisi, SH - Dr. Jeti Pulu, S Sos., M Si. Kemudian Tim
Pemeriksa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan penghitungan dalam
bentuk digital yang diserahkan bakal pasangan calon perseorangan

7. bahwa berdasarkan hasil penghitungan jumlah dukungan bakal calon dinyatakan
diterima dengan rincian sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.02 2-BA/7104/2024
(Bukti T-03). Adapun data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Calon
tertuang dalam Formulir MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN.KWK-KPU atas

- nama Bakal Pasangan Calon (Bukti T - 04) sebagai berikut:

P Bakal Calon Bupati : Djekmon Amisi, SH
e Bakal Calon Wakil Bupati . DR, Jeti Pulu, §.Sos.,M.Si

No Kabupaten/Kota dan Kecamatan A |
Pendukung |
1 | Kecamatan LIRUNG 23 |
2 Kecamatan BEO 96 i

3 Kecamatan RAINIS ESSANG 275

4 Kecamatan ESSANG 205
5 | Kecamatan NANUSA 393 |
6 Kecamatan KABARUAN 1050 i
7 | Kecamatan MELONGUANE 217 |
8 Kecamatan GEMEH 251 J
9 |Kecamatan DAMAU o407
10 | Kecamatan TAMPAN'AMMA 1048 j
" Kecamatan SALIBABU 611 ‘

10
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17 Fucamatan KA ONGAN l (1A
1Y Vecamatan MIANGAS | 7
14 Fecamatan BEO UTARA 149

1% Kscamatan PULUTAN 75
16 Kecamatan MELONGUANE TIMUR 117
A7 Hecamatan MORONGE 13

168 Kecamalan BEO SELATAN f4h
L 19 Kecamatan ESSANG SELATAN 23

Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan

Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

| Bakal ' Jurnlah
N0 Calon ‘Bakaiﬁaion Dukungan | Jumlah

| | Wakil Bupali yang Sebaran Keterangan

{ | _Bupah ) e diserahkan
| 1 | Djekmon IDr, Jeti Puly, 8115 19 Memenuhi
i  Amisi, SH | §.50s., M.Si; ' Syaral

& Bahwa berdasarkan Surat Dinas Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei
2024 perhal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud melakukan verifikasi administrasi mulai 13 Mei 2024 s.d. 2 Juni 2024
sesual Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

i Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Nomor 174/PL.02.2-BA/7104/2/2024
ff/'/, (Bukh T - 05) adalah sebagai berikut:
' No - Verifikasi Administrasi __
Pasangan Calon Jumlah
- * Dukungan MS BMS T™MS

1 Djekmon Amisi, SH - Dr.
J Jeti Pulu, S.S0s. MSi, |

8115 1.011 | 4043 | 3.061

9 Bahwa Pada tanggal 31 Mei 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
mengundang Bakal Calon Perseorangan/LO bersama insan pers, Bawaslu, PPK
dan PPS serta Akademisi sebagali narasumber dalam acara sosialisasi
Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertempat di
Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti T-06).

10 Berdasarkan surat dinas KPU Nomor 959/PL.02 2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni
2024 perihal Venfikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual
Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan kesempatan kepada bakal
pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan kembali dukungan sampai
pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 22 56 wita dan menyerahkan dukungan sebanyak

1
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6.919 (enam nbu sembilan ratus sembilan belas) dukungan dan diterima sesual
tanda terima dan Berita Acara Nomor 177/PL 02-2-BA/7104/2/2024 tenlang

No Venfikasi Faktual Kesatu
Pasangan Calon Jumlah
I Dukungan _M_S K [ TMS_ -
Djekmon Amisi, SH - Dr. Jeti
1 Pulu. S.S08 M Si. 7.344 2.354 4,990

Penerimaan Persyaratan Dukungan Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun
2024 (Bukti T-07).
11.Bahwa kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan verifikasi
administrasi perbaikan kesatu mulai 8 Juni s.d 18 Juni 2024, dan pada Tanggal 18
Juni 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah selesai melakukan vermin
perbaikan kesatu dan hasil rekapitulasi hasil vermin perbaikan kesatu dinyatakan
memenuhi syarat dengan menjumlahkan dukungan yang MS di vermin awal
ditambah dengan dukungan yang MS vermin perbaikan kesatu sebanyak 2.807
dan jumlah dukungan BMS sebanyak 4.537 dan total dukungan yang akan di
verifikasi kesatu sebanyak 7.344 sesuai Berita Acara Nomor 181/PL.02.2-
BA/7104/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud (Bukti T-08).
12.Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui PPS melakukan verifikasi
faktual kesatu mulai tanggal 21 Juni 2024 s.d. 4 Juli 2024, Berdasarkan Surat
— dinas KPU Nomor 1193/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal
fw *;f) : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan.
13.Pada tanggal 5 Juli 2024 s.d 8 Juli 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di Tingkat Kecamatan, dan
berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu yang sudah dilakukan oleh PPK.
14.Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan
rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan bakal pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/7104/2/2024 (Bukti T-09) dengan rincian
sebagai berikut:
15.Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan perbaikan dan
penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua kepada KPU
Kabupaten/Kota mulai tanggal 13 Juli s.d. 17 Juli 2024.
16.Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 22.07 wita Bakal pasangan calon
Perseorangan kembali menyerahkan dukungan melalui Silon sebnyak 5 920
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dukungan yang tersebar di 18 Kecamaltan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
kemudian dilakukan verifikasl administrasi kedua terhadap dukungan tersebut.

17 Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Verifikasi administrasi
perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dilakukan mulai tanggal 18 Juli 2024
s.d 28 Juli 2024, kemudian tanggal 27 Juli 2024, KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud telah selesal melakukan vermin perbaikan kedua dan melaksanakan
rekapitulasl hasil vermin kedua dan dinyatakan Memenuhi Syaralt untuk dilakukan
Verifikasi Faktual Kedua dengan jumlah dukungan MS sebanyak 5.166 dukungan
sesuai Berita Acara Nomor 124/PL.02.2-BA/7104/2/2024 Tanggal 27 Juli Tahun
2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud (Bukti T - 10)

18 Pada Hari Rabu 31 Juli 2024 s.d. 10 Agustus 2024, KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud melalui PPS melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan
sebanyak 5.166 dukungan.

19.Bahwa dapat dijelaskan pada hari pertama verfak kedua ternyata banyak
dukungan yang sudah dilakukan verfak pada verfak kesatu (ganda pada verfak
kedua), kamipun kaget dengan informasi tersebut karena pada saat verifikator
melakukan verifikasi administrasi nama-nama tersebut tidak terbaca ganda pada
aplikasi Silon sehingga status vermin dinyatakan Memenuhi Syarat karena data
B1-KWK-PERSEORANGAN sesuai dengan isian Silon dan tidak kami temukan
data ganda setelah melakukan analisis pendukung.

20 Bahwa Berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK terdapat 1.050 (seribu lima

+ _f puluh) dukungan yang sudah dilakukan verfak kesatu pada 16 Kecamatan, karena
' hasil temuan tersebut kemudian Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Talaud menyampaikan saran perbaikan/imbauan kepada PPK dan KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud.

21.Bahwa pada tanggal 7 Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima,
Surat dari Bawaslu dengan Nomor Surat: 289/PM/00.01/K.SA/08/2024 tanggal 6
Agustus 2024, Perihal Saran Perbaikan yang intinya memberikan saran perbaikan
terkaitl verifikasi faktual tahap kedua terdapat nama-nama dukungan pasangan
calon perseorangan yang sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada
verifikasi Tahap kesatu atau ganda di verifikasi kedua (Bukti T-11).

22 Bahwa atas Surat Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
menerbitkan Surat Nomor: 337/PL.02.2-SD/7104. /2024 Tanggal 9 Agustus 2024
Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Perihal Saran
Perbaikan, yang pada pokoknya menindaklanjuti atas Saran Perbaikan Bawaslu
dimaksud (Bukti T-12)

23 Bahwa terhadap tindak lanjut kepada PPS KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
menginstruksikan/memerintahkan kepada PPK dan PPS bahwa dukungan yang

sudah diverfak pada verfak kesatu tidak lag dikunjungi untuk dilakukan verfak
13
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Kembali dan PPS 14emb mengisi catalan pada Lembar Kerja bahwa dukungan
tersebut sudah diverfak dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

24.Bahwa pada tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2024 di 18 PPK melaksanakan
rekapitulasi hasil verifikasi kedua (Bukti T-13 s d. Bukti T-30)

25.Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 KPU Kabupaten kepulauan Talaud
melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan hasil sebagaimana
Berita Acara Nomor 219/PL.02.2-BA/7104/2/2024 (Bukti T-31) sebagal berikut:

JUMLAH
NO | HASIL VERIFIKAS! | JUMLAH DUKﬁgGANDUKTL:A”:AN SEBARAN
o penDukUNG]  MS | TMS IpukuNGaN
Rekapitulasi Verifikasi
! IFaktual Kedua Kedua | 166 2,351 2,815 18

26.bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Menetapkan Rekapitulasi Akhir Hasil
Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 17 Agustus Tahun 2024,
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 220/ PL.02.2-BA/7104/2/2024
(Bukti T — 32) sebagai berikut;

JUMLAH
NO | HASIL VERIFIKASI AKHIR | PUKERGAN | DUKUNGAN |~ gegagay
DUKUNGAN |
Rekapitulasi Verifikasi Faktual '
1 Mgt 2,354 4,990 - |
Rekapitulasi Verifikasi Faktual :
2 Kedua Kedua 4991 2,015 -
JUMLAH 4,705 7,805
Syarat dukungan minimal sebaran :
a. Syarat jumlah dukungan minimal :7.339
b. Syarat jumlah sebaran Kecamatan 110
Status dukungan dan sebaran
a. Syarat jumlah dukungan akhir : DUKUNGAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT MINIMAL DUKUNGAN
b. Syarat jumlah sebaran Kecamatan : MEMENUHI SYARAT MINIMAL
SEBARAN

27.Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 3, benar Pemohon telah menerima
penyerahan dukungan KTP sebanyak 9.172 (14embilan ribu seratus tujuh puluh
dua) dan telah diverifikasi Administrasi sebanyak 8.115 (delapan ribu seratus lima
belas).

28.Bahwa berdasarkan Alasan permohonan sebagaimana pada poin 4, poin 5 dan
poin 6 (in casu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) dapat dijelaskan sebagai
berikut;

14
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- Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan
Dukungan Pasangan calon Perseorangan telah memenuhi ketentuan-
ketentuan dan/atau Peraturan KPU, Keputusan KPU, Pedoman Teknis dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan verifikasi faktual yang mengatur
terkait pelaksanaan verifikasi pemenuhan syarat dukungan pasangan calon
Perseorangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan menyatakan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung
Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah
dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi
dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan ayat (2)
menyatakan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar
nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui
PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu, selanjutnya dalam pasal 61 ayat
(1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan lembar kerja
verifikasi faktual PPS, dan ayat (2) menyebutkan PPS harus
mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) (Bukti T-33).

- Bahwa berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan verifikasi

7\ faktual ditegaskan dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang
.‘{ﬁ : Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk selanjutnya
dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam Bab X Huruf A angka 8 dan
angka 9 menyebutkan "Verifikasi faklual sebagaimana dimaksud pada angka
7 dilaksanakan oleh PPS dan dapat dilakukan oleh PPK, PPS harus
mendokumentasikan pelaksanaan venfikasi faktual kesalu sebagaimana
dimaksud pada angka 8
Bahwa PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan
kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan Pasangan Calon
perseorangan. (Bukti T-35)
Bahwa Terhadap Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan mekanisme
dan/atau tata cara pelaksnaan verifikasi faktual kesatu, maka sebagaimana
ketentuan tersebut di atas Termohon telah malaksanakan Verifikasi Faktual

Kesatu melalui PPS dan sudah sesual atau memenuhi ketentuan dimaksud
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29 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7, adalah tidak benar sebab Termohon
(in casu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) telah melaksanakan Sosialisasi
sebagaimana tertuang dalam kronologis angka 9 a quo, dan dibuktikan dengan
pelaksanaan Agenda Sosialisasi (Bukti T-06).

30. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 8, adalah tidak benar, karena sebelum
pelaksanaan tahapan Pendaftaran Pencalonan Perseorangan Termohon telah
menyampaikan Sosialisasi ke Publik sebagaimana pada angka 1 a quo (Bukti T -
01).

31.Bahwa Terhadap Dalil Pemohon pada poin 9, bahwa benar Peraturan KPU 1
Tahun 2020 masih berlaku sepanjang belum ada ketentuan baru. Bahwa seiring
dengan berjalanya proses, terbitlah surat keputusan Nomor 532 Tahun 2024
tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

32.Bahwa Terhadap Dalil Pemohon pada poin 10, sudah sangat jelas sebagaimana
jawaban Termohon pada angka 28 dalam sengketa a quo, menjelaskan
Mekanisme dan/atau cara pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh PPS.

33.Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 11, Termohon selaku Penyelenggara
bekerja selalu berdasarkan ketentuan. Berkenaan dengan hal yang di keluhkan
oleh Pemohon, Termohon melalui PPS sudah menfasilitasi dan memberikan
ruang/kesempatan melalui ketentuan sebagaimana BAB VIl Huruf C angka 3 huruf

vl a dan huruf b Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
\ & Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil

Walikota Tahun 2024, mengamanatkan:

angka 3. Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:

a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;

b. meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas

penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau

tempat lain yang disepakati; (Bukti T-35).

Jo. BAB X Huruf B angka 4 Keputusan KPU Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 mengamanatkan:

Angka 4 - Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:

a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;

b. dalam hal PPS tidak dapat menemui pendukung di tempat tinggalnya atau
tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPS melakukan verifikasi

faktual kesatu dengan:

16
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1) Meminta pasangan Calon Perseorangan dan/atau petugas penghubung
untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang
disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapal
menemui pendukung tersebut; dan/atau

2) Menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa
panggilan video dan/atau rekaman video yang dapat memperlihatkan wajah
pendukung dengan KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil; (bukli T-34)

Karena itu bahwa tuntutan pemohon tetkait pendukung yg tdk dpt ditemui karena
ada yg ke luar daerah (weda) bisa dijelaskan adalah kewenangan LO untuk
mengumpulkan mereka dim satu fitik, maksimal 3 hari setelah PPS tdk dapat
menemui pendukung. Atau bisa lewat vidio call dan rekaman video.
34.Bahwa Terkait hal dimaksud di atas Pemohon tidak menguraikan secara jelas
berdasarkan fakta atau tidak dapat membuktikan nama pendukung yang tidak
dapat dihubungi, sehingga Termohon tidak dapat melakukan identifikasi terhadap
Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon kabur dan/atau tidak
jelas.
35.Bahwa Terhadap dalil pemohon pada poin 12, Pemohon memahami kegandaan
yang dimaksud adalah dukungan ganda antar pasangan calon perseorangan
adalah benar, tetapi yang menjadi inti dalam sengketa a quo bukan seperti yang
- dipahami oleh Pemohon, sebab yang terjadi pada tahapan verifikasi Faktual
4 F?":‘\\‘L Kedua adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat
S!_;’ (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan menguraikan tentang
Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan, khusus pada ayat (1) menyatakan
"Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum
memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan
kedua dokumen syarat dukungan, dan ayat (2) menyatakan "Perbaikan kedua
dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan
ketentuan: huruf b : dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan
baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan
Calon perseorangan manapun. Selanjutnya Selanjutnya dalam ketentuan Bab XI
Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024, berkenaan dengan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan oleh
Pasangan Calon, pada angka 2 menyebutkan “Pasangan Calon perseorangan
yang melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan tidak dapat
mengajukan dukungan perbaikan berupa:
17
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a cukungan yang dnyataan memenuh syarat berdasarkan hasil verifikas: faktual

=

atu dan

(]

5 duekungan yang dinyatakan tdak memenuhi syarat berdasarkan has!l venfikasi
factual kesaty (Buca 7-38)
35 Bahwa sebagamana angka 33 di atas juga merupakan isi dari saran perbaikan

(a3
(&3]

82czn Pengawas Pemihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud melalui surat
Sawasly tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerbitkan Surat Nomor.
337/PL 02.2-SD/7104/4/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tindak Lanjut Surat Ketua
Bawaslu Kabupaten Kepu'auan Talaud, Perihal Saran Perbakkan, yang pada
pokoknya menndaklanuti atas Saran Perbaikan Bawaslu dimaksud (Bukti T-12)
37 8ahwa Ternadap Dall Pemohon pada poin 13, 14, 15 dan 16, sebagamana
dielaskan pada angka 33 dan angka 34 di atas, jika Pemohon memahami
ketentuan atau fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Verifikasi oleh
Termohon seharusnya tidak terjadi praduga dan atau pendapat atau asumsi-
asums: (gagal paham) yang kemudian tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
menghas/kan tafsiran yang salah seperti mengurangkan dan/atau menghilangkan
dukungan. karena Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupat Kabupaten Kepulauan Talaud, telah menjalankan amanat peraturan
perundang-undangan yang beriaku.
38 Bahwa berkenaan dengan penggunaan Aplikasi Silon adalah merupakan amanat
peraturan yang wajib untuk dilaksanakan baik oleh bakal pasangan calon maupun
& > oleh penyelenggara untuk menggunakan Akses SILON dalam pelaksanaan
‘f’) Verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorrangan, dapat dikatakan bahwa
gt semua proses administrasi pencalonan di kelola melalui Aplikasi SILON karena
Aplkasi dimaksud merupakan fasilitas dalam pengelolaan administrasi
pencalonan. Oleh karena itu setelah verifikasi administrasi perlu dilakukan
Verifikasi Faktual dimana akan membuktikan secara benar dan pasti terhadap
dukungan pasangan calon
39.Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 17, Termohon sudah menjelaskan awal
tentang pendokumentasian verifikasi faktual adalah sesuai dengan Peraturan KPU
dan secara terknis dalam Keputusan KPU sebagaimana pada angka 27,
berkenaan dengan Pendukung yang menari dukungan, menurut Termohon adalah
urusan Pemohon dan Pendukung yang bersangkutan.
40.bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 18, benar Termohon telah menerima
data dukungan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan
Benta Acara Nomor 219/PL.02.2-BA/7104/2/2024.
41 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 19, Termohon (in casu KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud) dapat mejelaskan sebagai berikut:
- bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas pada angka 28, terkait

dokumentas, telah diatur dalam Peraturan dan Keputusan KPU
18
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bahwa untuk menghormati keberatan Termohon torthadap Penylaran langsung
untuk tidak di laksanakan, Termohon telah menindaklanjuti melalut jajaran kami
untuk tidak melakukan slaran langsung

bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan PPS melakukan slaran
langsung, pertanyaannya adalah seberapa besar PPS yang dimaksud
melakukan Slaran langsung, kapan kejadian itu dan dimana serta siapa saja
dan berapa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendukung
Pemohon. Artinya Pemohon harus membuktikan dalil Pemohon, sehingga ini
bukan hanya merupakan Asumsi saja darl Pemohon yang tidak dapal
dibuktikan kebenarannya dan/atau semakin kabur dalil Pemohon.

42 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 20, Termohon sudah sangat jelas
menyampaikan kepada LO yang menghadiri Penetapan Hasil Akhir Rekapitulasl
syarat dukungan pasangan calon bahwa Termohon akan menindaklanjuti hal
tersebut dengan catatan bahwa Pemohon dapat menyampaikan atau
menyerahkan bukti-bukti akurat tentang kejadian tersebut. Namun sampai pada
hari ini Termohon belum menerima dokumen dan/atau bukti-bukti yang
disampaikan oleh Pemohon.

43.Bahwa Terhadap Dalil Pemohon pada poin 21 dalam sengketa a quo, Termohon
dapat jelaskan sebagai berikut:

Sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan
agenda Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan
Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2024 sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan
Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Termohon Melaksanakan Agenda Penetapan Verifikasi Hasil Akhir
pada tanggal 17 Agustus 2024, dapat kami jelaskan bahwa Calon
Perseorangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) hanya dilakukan
Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi
Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota dan terjadwal
tanggal 12-18 Agustus 2024, kecuali bagi pasangan calon perseorangan yang
memenuhi Syarat dukungan (MS) dilakukan Penetapan Pemenuhan Syarat
Dukungan (akan diterbitkan SK) dan terjadwal tanggal 19 Agustus 2024, hal ini
sesuai dengan lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 (Bukti
T-34).

19

Bawaslu Kab. Kepl. Talaud


https://v3.camscanner.com/user/download
https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Kepl.  Talaud


Bahwa |3 demikan adanya mengapa teak olaksanakan pada tanggal 18
Agustus 20247 Apa bedanya tanggal 17 Agustus 2024 dan tanggal 18 Agustus
20247 Semua tanggal merah Baik tanggal 17 Agustus 2024 maupun tanggal
18 Agustus 2024 adalah masih terangkum dalam tanggal bak penetapan
Rekaptulas syarat dukungan calon lagipula KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud secara hrarks telah patuh dan menjalankan Upacara bendera pada
tanggal 17 Agustus 2024 pada puku! 07.00 waktu setempat sesual dengan
Surat Dinas KPU Nomor 2946/PK 02 1-SD/04/2024 tanggal 14 Agustus 2024
penhal Upacara Penngatan Han Ulang Tahun ke-78 Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia (Bukti T-40)
bahwa berkenaan hal tersebut Termohon (in casu KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud Harus mengikuti Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI pada
tanggal 18-21 Agustus 2024 di Jakarta, maka harus berangkat pada han Sabtu
tanggal 17 Agustus 2024 melalui moda transportasi Laut (kapal) karena hanya
tu yang menjadi transportasi di Kabupaten Kepulauan Talaud apabila
berangkat ke Manado (Bukti T-37).
44.Bahwa Dalil Pemohon pada poin 22 adalah tidak mendasar, hanya merupakan
pendapat dan/atau asumsi Pemohon saja, Pemohon tidak secara detail berapa
akibat-akibat dari siaran langsung dimaksud. Pemohon juga tidak menyampaikan
Bukt atau fakta yang sebenamya. Jika memang itu adalah sebuah kebenaran
maka Pemohon harusnya dapat membuktikan dan atau memberikan gambaran
melalui bukti-bukti akurat terhadap dalil Pemohon dalam sengketa a quo.
45 Bahwa Dalil Pemohon pada poin 23, Termohon (in casu KPU Kabupaten
_1- Kepulauan Talaud) melalui jajaran kami PPK dan PPS, telah bekerja maksimal
= untuk melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.
Sekali lagi kami sudah bekerja sesuai mekanisme yang ada, tetapi kemudian bila
dalam fakta lapangan berkata lain yaitu hasil faktualisasi yang dilakukan oleh baik
PPK maupun PPS, itulah fakta dan kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahkan
Termohon dalam melakukan verifikasi selalu berusaha untuk yang terbaik bagi
Pemohon. Bahwa sekali lagi terkait pengambilan dokumentasi sudah diatur oleh
Peraturan KPU dan Keputusan KPU dan Surat dinas dan regulasi terkait
46 Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam poin 23, pada prinsipnya Termohon selaku
pelaksana Undang-Undang hanya menjalankan tugas-tugas sesuai mekanisme
yang di atur dalam peraturan perundang-undangan Bahwa terhadap seruan
Pemanon, sama sekali tidak ada niat bagi kami Termohon untuk menghalangi
Pemohon untuk mencalonkan din menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Talaud, Tetapi tentunya sesuai dengan prosedural berdasarkan
mekanisme atau tatacara menurut ketentuan yang berlaku, sebab jika kemudian

Pemohon memenuhi semua ketentuan yang benar dan sah maka pasti semua
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berjalan lancar dan baik, sebaliknya jika Termohon tdak melakukan verifikas!
dengan benar maka Termohon sudah pasti akan disalahkan

PETITUM

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia
Majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima

eks

epsi Termohon;

2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 220/PL 02 2-BA/7104/2/2024
tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. dan

3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Talaud, berkenaan dengan pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri,
jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,
akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Talaud berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaque
et bono).

B. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali Pemohon telah

menganjukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah

dileges dan diberi tanda P1-P12

NO

NAMA BUKTI

KETERANGAN

P.1

Berita Acara Nomor : 149/PL.02.2-
Ba/7104/2/2024 Tentang Penerimaan
Persyaratan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2024

12 Mei 2024

P.2

Berita Acara Nomor : 174/PL.02.2-
Ba/7104/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi
Administrasi Dukungan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

1 Juni 2024

P.3

Berita Acara Nomor : 177/PL.02.2-

7 Juni 2024
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Ba/7104/2/2024 Tentang Penerimaan
Persyaratan Dukungan Kesatu Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2024
P.4 | Berita Acara Nomor : 121/PL.02.2- 17 Juli 2024
Ba/7104/2/2024 Tentang Penerimaan
Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan
Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
P5 | Benta Acara Nomor : 124/PL.02.2- 27 Juli 2024
Ba/7104/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi
Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Talaud
P.6 | Berita Acara Nomor : 199/PL.02.2- 11 Juli 2024
Ba/7104/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi
Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Talaud
P 7 | Berita Acara Nomor : 220/PL.02.2- 17 Agustus 2024
| Bal7104/2/2024 Tentang Rekapitulasi Akhir
! Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Talaud
P8 |[Format Formulir B1.KWK ( Formulir Yang Lama
i 3 ang Paslon Terima dari KPU )

P9 Format Formulir B1. KWK ( Formulir Baru yang

Paslon Terima dari KPU )
P10 Screenshoot Link Video Live Streaming yang
__ dilakukan PPS pada Verfak Petama [ _

‘}_ | P11 | Screenshoot Rekaman Video Live Streaming

N | yang dilakukan PPS pada Verfak Kedua
[
|

P12 | Undangan Nomor : 355/PL.02.2- 15 Agustus 2024
Und/7104/2/2024 Tentang Rekapitulasi
Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir
Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal
: | Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan

| Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

2 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta
telah dileges dan diberi tanda T.1 - T.37.

"NO NAMA BUKTI KETERANGAN

T-1 | Sosialisasi Pencalonan 3 Lembar

Perseorangan Bupati dan
| Wakil Bupati Tahun 2024 -

T-2 | Pengumuman Pemenuhan 4 lembar

| Persyaratan Dukungan

, ' Pasangan Calon |

' ' Perseorangan Calon Bupati |

dan Wakil Bupati Kepulauan

Talaud Tahun 2024 | ;
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T-8

Berta brara Worrar
19517 G2 2-BAT 042024

ire

Farmule IMCOEL

PENERIMAAN DUZUNGAN Y,

MY -¥P ) a'25 ramra Bzez!
Pasangan Calon
ferta Arara Has | erfezs

fdminstray Dukungzn B2z

Pasangan Calon Bupat dan

favil Bupzl Fegulzuan

Ta'aud Normaor 174/PL 02 2-
 BAIT104/2/2024

Pelaksanaan 5052 525
Pencalonan Perseograngzn
(Undangan Oaftar Hadr)
Persyaratan Du«ungan
Perbaikan Kesatu Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupah dan Wak)

| Bupati Kepulauan Talaud

(Tahun2024
Berita Acara Nomor

 177/PL 02-2-BA/T104/2/2024

tentang Penerimaan
Persyaratan Dukungan
Perbaikan Kesatu Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Talaud
Tahun 2024

T8

Berita Acara Nomor
181/PL.02.2-BA/T104/2/2024
tentang Hasil Verifikasi
[Perbaikan Kesatu Dukungan
Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kepulauan
Talaud

14 Lembar

Berita Acara Nomor

tentang rekapitulasi hasil
verifikasi faktual kesatu
terhadap dukungan bakal
pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Kepulauan
Talaud

199/PL.02.2-BA/7104/2/2024

11 Lembar

T-10

Berita Acara Nomor

Tanggal 27 Juli Tahun 2024
tentang Hasil Verifikasi

Dukungan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Talaud

124/PL.02.2-BA/7104/2/2024

4 Lembar

Administrasi Perbaikan Kedua

T-11

Surat dari Bawaslu dengan
Nomor Surat :
289/PM/00.01/K.SA/08/2024
tanggal 6 Agustus 2024,

19 Lembar
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Perihal Saran Perbaikan yang
intinya memberikan saran
perbaikan

Surat Nomor : 337/PL.02.2-
SD/7104. /2024 Tanggal 9
Agustus 2024 Tindak Lanjut
Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Talaud,
Perihal Saran Perbaikan

5 Lembar

113

Berita Acara Nomor
09/PL.02.2-BA/7104.10/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Tampan'amma

3 Lembar

T-14

Berita Acara Nomor
06/PL.02.2-BA/7104.01/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Lirung

3 Lembar

T-15

Berita Acara Nomor
05/PL.02024 tentang
rekapitulasi hasil verifikasi
kedua Panitia Kecamatan
Moronge

5 Lembar

T-16

Berita Acara Nomor
05/PL.02.2-BA/7104.12/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Kalongan

2 Lembar

T-17

Berita Acara Nomor
05/BA/7104.08-PPK/VI11/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Gemeh

3 Lembar

T-18

Berita Acara Nomor
06/PL.02.2-BA/7104.16/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Melonguane
Timur

2 Lembar

T-19

Berita Acara Nomor
07/PL.02.2-BA/7104.02/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Beo

2 Lembar

T-20

Berita Acara Nomor
06/PL.02.2-BA/7104.08/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Essang

3 Lembar

T-21

[ T-22

Berita Acara Nomor
07/PL.02.2-BA/7104.06/2024
tentang rekapitulasi hasil

verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Kabaruan

3 Lembar

Berita Acara Nomor
12/PL.02.2-BA/7104.15/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia

4Lembar

24

Bawaslu Kab. Kepl. Talaud


https://v3.camscanner.com/user/download
https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Kepl.  Talaud


https://jdih.bawaslu.go.id

1-23

1-24

T-26

T-26

T-28

Kocamatan Pulutan

Hotitn Acara Nomor
O6/PL.02 2-BA/T104 1872024
tantang rekapitulas hasil
vorlfikasi kedua Panitla
Kecamatan Beo Selalan
Berlta Acara Nomor
05/PL.02 2-BA/7104 11/2024
tentang rekapltulasi hasil
varifikasl kedua Panitia
Kecamatan Salibabu
Berita Acara Nomor
05/PL.02,2-BAJ7104,05/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Nanusa

Berita Acara Nomor
04/PL.02.2-BA/7104.14/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Beo Utara

3 Lembar

2 Lembar

3 Lembar

4 Lembar

Berita Acara Nomor
07/PL.02.2-BA/7104.09/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
‘Kecamatan Damau

Berita Acara Nomor
06/PL.02.2-BA/7104.07/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Melonguane

3 Lembar

3 Lembar

T-29

Berita Acara Nomor
07/PL.02.2-BA/7104.03/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Rainis

3 Lembar

T-30

Berita Acara Nomor
06/PL.02.2-BA/7104.19/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi kedua Panitia
Kecamatan Essang Selatan

4 Lembar

T-31

Berita Acara Nomor
219/PL.02.2-BA/7104/2/2024
tentang rekapitulasi hasil
verifikasi faktual kedua
dengan hasil

12 Lembar

T-32

Berita Acara Nomor : 220/
PL.02.2-BA/7104/2/2024
tentang Rekapitulasi Akhir
Hasil Verifikasi Persyaratan
Dukungan Minimal Bakal
Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bup ati Kabupaten
Kepulauan Talaud

4 Lembar

133

Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2024 tentang
Pencalonan

T34

Keputusan KPU Nomor 1002
Tahun 2024 tentang

4 Lembar
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| Pedoman Teknis Pemenuhan |

Syarat Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan dalam

| Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota
Dan Wakil Walikota Tahun

T-35

|
|
2024 |
Keputusan KPU Nomor 532 |
Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pemenuhan Syarat
Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam {
Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota
Dan Wakil Walikota Tahun
2024

T-36

|

|
Surat Dinas KPU Nomor |
2946/PK.02.1-SD/04/2024 |
tanggal 14 Agustus 2024
perihal Upacara Peringatan
Hari Ulang Tahun ke-79
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia

3 Lembar

=37

Surat Undangan KPU RI
Nomor 1477/PP.05-
SD/01/2024 Perihal Rapat
Konsolidasi Nasional di
Jakarta

3 Lembar

S ——

b. Keterangan saksi
1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon

juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Manuel Raranta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sekitar pukul 10:27 tanggal 22 Juni 2024 bersama istri pada saat

dirumah didatangi oleh petugas PPS dan Panwascam yang berjumlah
sekitar 5 (lima) orang melakukan verifikasi faktual kepada saksi dan istri
saksi;

Ketua PPS Desa Tarun Selatan a.n Jandri Mamuaya mengatakan
kepada bahwa saksi tidak boleh mendukung pasangan calon dan
mengarahkan untuk tidak mendukung pasangan calon tersebut karena
saksi berstatus perangkat desa yang tidak masuk didalam deretan
pendukung;

Setelah itu tiba-tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) detik PPS datang
kepada saksi dan mengatur saksi dengan mengatakan saksi harus
bersiap-siap karena ini akan di vidio dan setelah itu PPS mengarahkan
kepada saksi bahwa saksi harus berkata demikian ‘saya nama Manuel

Raranta menerangkan tidak mendukung pasangan calon Djekmon
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Vb SHEdan el Pul S s katena saya adalaly potonghal desa
PR dalam imelakukan veriikast faklual disertal dengan mengambil
dokumentant dengan cara melakukan vidio. dan mengambil gambar
dengan menggunakan Handphon (HI*), yang  mendokumentasikan
pada waktu o adalah anggota PES atas nama Vanbasten Mamols
Setelah - mendengar  kheletangan PP saksl  menyatakan  tidak
mendukung pasangan calon pameorangan dan menandatangani surat
pemyataan,  hecuall st saksl  menyatakan  mendukung  dan
menandatangant lembar kerja PPS

J) Saksl Piteol Tumade pada pokoknya menerangkan sebagal berkut
Sakst adalah 1O Bakal Pasangan Calon perseorangan atas nama Bpk
Djekmon Amisl, SH dan 1bu Joti Pulu, § Sos, M Si di Kecamatan Beo
Utara,
Semgat Saksl ada kurang lebih 40 (empat puluh) orang pendukung

yang tidak berada di tempat atau berada diluar daerah;

Dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) berjumlah 164
orang jumlah keseluruhan di Kecamatan Beo Utara,

- Saksl mengetahui adanya contoh vidio yang menyatakan lidak
mendukung yang digunakan sebagal contoh bagi pendukung lain yang
berada di luar daerah yang akan diverifikasi melalui Handphone (HP)

]\ dengan cara vidio call;

- Saksi mengetahui petugas PPS pada waklu itu adalah Marselo Eli
selaku Ketua PPS;

Pada waktu verifikasi faktual kedua dilakukan petugas PPS saksi
selaku LO pasangan calon perseorangan mendampingi selama 10 hari,
Tidak ada penyampaian dari PPS kepada saksi terkait pendukung yang
tidak ditemui.

3) Saksi Abson Timpua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Bakal Calon perseorangan yang mengumpulkan
dukungan KTP;

- Saksi mengatakan tidak pernah menerima sosialisasi terkait dukungan
calon perseorangan atau independen dan tidak pernah mendapatkan
pemberitahuan terkait pendaftaran calon independen dari KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Pada bulan Januari 2024 saksi mulai mengumpulkan KTP

- Saksi sebagai bakal calon perseorangan menyerahkan jumlah
dukungan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan jumlah
135 dukungan yang diserahkan pada jam 12 malam di tanggal 15 April

2024,
27
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4) Saksi Ruddy Maichel Pangalila pada pokoknya meneranghan sebagal
benkut :

- Saksi adalah LO bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan \Wakil
Bupatu Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Jet Pulu
§.Sos, M.Si;

- Pada tanggal 7 bulan Mei 2024 atas inisiatif sendin saksi sebagai LO
mendatangi KPU Kabuapten Talaud bertemu dengan lbu Ayu petugas
Help Desk KPU Talaud,

- Saksi dalam proses pengumpulan dukungan menjadi kesulitan ketika
menyesuaikan dengan ketentuan KPU yang baru karena dukungan
yang dikumpulkan oleh saksi menggunakan formulir B.1. KWK
Perseorangan yang lama, sementara saksi diwajibkan untuk
menyesuaikan dengan formulir dukungan perseorangan yang baru;

- Saksi tidak pernah mengikuti atau mendapat undangan kegiatan
sosialisasi tentang pencalonan jalur perseorangan/independen yang
dilaksankan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Saksi selaku LO pasangan calon tidak perah mengetahui adannya
Websita KPU Talaud tentang sosialisasi pencalonan;

- Kegiatan sosialisasi sesuai bukti T-1 Termohon dilaksanakan sesudah
Bakal Pasangan calon memasukan dokumen syarat dukungan.

5) Saksi Irwan Menase Winowoda pada pokoknya menerangkan sebagai
/ {N berikut:

- ey - Saksi adalah sopir bakal calon Bupati dan pendukung bakal pasangan
calon perseorangan atas nama Djkemon Amisi, SH dan Dr. Jeti Pulu,
S.Sos., M.Si;

- Saksi menyaksikan petugas PPS dan Panwascam Melonguane
mendatangi rumah kediaman bakal calon perseorangan Bapak
Djekmon Amisi, SH, untuk melakukan verifikasi faktual kepada bapak
Djekmon Amisi, SH dan anaknya Tiara Maharani Amisi,

- Saksi melihat bahwa petugas PPS dan Panwaslu Kecamatan
mendokumentasikan dengan cara mengambil vidio dan gambar/foto di
saat verifikasi faktual berlangsung dengan menggunakan Handphone
(HP);

- Pada waktu itu saksi melihat dirumah kediaman Bakal Calon Bupati
Bapak Djekmon Amisi, SH, di hadiri oleh petugas PPS dan Panwas
sekitar 5 (lima) orang yang datang melakukan verifikasi faktual.

6) Saksi Erni E. Saudale pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Saksi adalah pendukung pasangan calon perseorangan atas nama
Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si;

Pada verifikasi faktual kesatu Saksi didatangi oleh petugas PPS untuk
28
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melakukan venfikas) faktual dukungan kepada pasangan calon uged
dan Wakil Bupati parsetrangan,

Pada waktu itlu PPS mangatakan kepada saksl untuk mengsmibil
dokumentasi dengan cata vidio namun saya kabetatan, tetap 1117
tetap mengambil dokumentasi  melalu  handphone  (HF) - dan
menyampaikan bahwa ini sudah sesual dengan aturan,

Pada saat verifikasi faktual petugas PP menanyakan kepada Saks
terkait dukungan kepada Pasangan calon Perseorangan atias narma
Djekmon Amisi, SH dan Dr Joti Pulu, M S dan Saksi menjawah
dengan mendukung pasangan calon lersebul. Namun pada waktu ity
verifikator atau PPS beberapa kall menanyakan partanyaan yang sama
terkait dukungan kepada pasangan calon Djekmon Amisi, SH dan Dr
Jeti Pulu., M Si. Sehingga Saksi merasa tertekan apalagi di lakukan
vidio oleh PPS;

- Dokumentasi dengan cara Vidio dilakukan oleh PPS nanti ferakhie
sesudah verifikator menanyakan dukungan kepada Saksi,

7) Saksi Hanok Surdado, menerangkan.

- Saksi adalah pendukung yang di verifikasi faktual di rurmah ponakan
Saksi, Saksi bersedia di verifikasi faktual terakit dukungan di rurnah
ponakan;

Pada saat verifikasi faktual PPS menanyakan kepada Saksi apakah
P ™ opa benar-benar mendukung Bapak Djkemon Amisi, SH dan Ibu Dr. Jet
! ﬂ(‘t / Pulu. S.Sos, Saksi menjawab hahwa saya mendukung pasangan calon
~ tersebut. Namun setelah itu ada 3 (tiga) orang PPS mengulang
pertanyaan yang sama terkait dukungan terhadap Bakal Pasangan
calon saksi merasa tertekan dengan ;
Saksi keberatan dan merasah adanya penekanan, karena menurut
pengetahuan Saksi pada waklu verifikasi faktual dukungan bakal calon
perseorangan pada pilkada yang lalu tahun 2018 Saksi tidak di
tanyakan terkait dukungan, namun hanya memberikan KTP dan
menandatangani surat pernyataan dukungan;

- Saksi menyaksikan bahwa pertanyaan yang sama pula ditanyakan
kepada pendukung yang lain.

8) Saksi Angela Mita Ughude pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Saksi adalah pendukung yang sudah memberikan KTP namun tidak
ada nama di lembar kerja PPS;

- Saksi melihat langsung pada waktu dirumah pendukung atas nama |bu
Nona Waloni yang dilakukan verifikasi faktual oleh PPS ;

Pada waktu itu PPS menyampaikan kepada ibu Nona Waloni pada saat
29
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voulfikast faktual untuk mendokumantasthan dangan cara vidio alag
foto, namun Oma Nona Walont tdak mau di vidio karena Tkl

Sehingga Oma Nona Walonl menank dukungan

0) Saksl Wilson Aiba pada pokoknya manetanghan saliagal bkl
Saksl adalah LO Bakal pasangan calon perseorangan Hupall dan Wakil
Bupati Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amial, B dan b el
Pulu, 8.50s M 8i;
Pada tanggal 18 Agustus 2024 Saksl mendapatkan  dala pada
pelaksanaan rekapitulasi lingkat Kecamatan | ssang Helatan i Desi
Ensem Timur adannya nama-nama pendukung ganda di vernfikasi
kedua berjumlah 38 dukungan dan Desa Kuma nama namis dukungan
ganda berjumlah 8 dukungan, sehungga Total 40 dukungan,
Saksi mengetahui bahwa terthadap nama-nama ganda tersebul licik
lagi di verifikasi faktual kedua oleh petugas PPE dan dinyatakan TME,
Saksi mengetahul bahwa pendukung Jaslin  Rumegang  menirlk
dukungan karena tidak mau di vidio oleh PPS,
Saksi sudah berupaya menghubungl pandukung Jaslin Rumegiang
melalui nomor handphone (HP), namun yang bersangkutan tdak dapal
lagi dihubungi,
Saksi mengetahui untuk semua Kecamatan Essang Selatan hanya
) terdapat 1 (satu) orang pendukung yang menarlk dukungan karena
/ '{‘\ tidak mau di vidio oleh PPS,
war o/ 2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon

o juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagal berikut

1) Saksi Jandri Jecky Mamuaya (Ketua PPS Desa Tarun Selatan) pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Pada tanggal 22 Juni 2024 jam 10.27 Wita Saksi dan Tim verifikator
(PPS) Desa Tarun Selatan bersama Panwascam Melonguane,
mendatangi rumah kediaman Bapak Manuel Raranta bersama |bu
Meiske Ahuong David untuk melakukan verifikasi faktual kesatu,

- Saksi adalah merupakan Ketua PPS dan sekaligus perangkat Desa
Tarun Selatan, sehingga mengetahui bahwa benar bapak Manuel
Raranta adalah perangkat Desa,

Saksi sempat menyampaikan kepada Bapak Manuel Raranta terkait
pelanggaran kode etk terhadap perangkat desa yang mendukung
pasangan calon pada Pilkada;

Bapak Manuel Raranta pada waktu verifikasi faktual menyatakan tidak
mendukung karena saya adalah pernagkat desa,

- Saksi mengatakan kepada Bapak Manuel Raranta bahwa pada

10
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pelaksanaan verifikasi faktual, PPS wajib mendokumentasikan denqgan
cara vidio atau foto baik pendukung yang menyatakan mendukung
maupun yang tidak mendukung semuannya di vidio;
Saksi pernah 2 (dua) kali mengikuti kegiatan Bimtek yang dilaksanakan
oleh KPU Kepulauan Talaud dan PPK Kecamatan Melonguane.

2) Saksi Fanbasten Mamole (Anggota PPS Desa Tarun Selatan)
menerangkan :

- Saksi adalah anggota PPS Desa Tarun Selatan yang bertugas
melaksanakan verifikasi faktual dirumah bapak Manuel Raranta;
Pada waktu itu setelah dilakukan pencocokan data penduduk atas
nama Manuel Raranta, saksi mengambil dokumentasi dengan cara
video/gambar melalui handphone (HP);
Saksi mengambil dokumentasi video/gambar foto semua yang
mendukung maupun tidak mendukung untuk kepentingan bukti dan
pada wakiu itu yang tidak dividio hanya nama dukungan yang tidak bisa
ditemui langsung.

A. KESIMPULAN PEMOHON

https://jdih.bawaslu.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah

penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis

musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di

bawah ini:

1. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada intinya Pemohon menguraikan
bahwa TERMOHON TIDAK MELAKUKAN SOSIALISASI dalam pencalonan calen
Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan sebelum pemasukan Dokumen Daftar
dukungan sehingga sangat merugikan Pemohon, Termohon tidak dapat
membantah apa yang didalilkan Pemohon tentang Termohon tidak pernah
melakukan sosialisasi tentang penclonan perseorangan, Termohon tidak dapat
menghadirkan saksi untuk menjelaskan bahwa Termohon melakukan sosialisasi
sebelum pemasukan daftar dukungan tetapi Termohon hanya melampirkan Bukti
T.01 Photo sosialisasi yang dilakukan pada Tgl 31 Mei yang juga dihadin oleh LO
Pemohon tetapi Sosialisasi dilakukan oleh Termohon tentang calon Perseorangan
dilakukan setelah pemasukan Daftar Dukungan KTP di kantor Pemohon dan
sebelum Pemasukan Daftar Dukungan Termohon tidak pernah melakukan
sosialisasi kepada Publik ataupun kepada Bakal Pasangan Calon dibuktikan
dengan kesaksian saksi Apson Timpua sebagai Bakal Calon Perseorangan
namun dukungan saksi Bpk Apson Timpua tidak dilakukan Verifikasi oleh
Termohon karena Dukungan saksi Bpk Apson Timpua tidak mencapai dukungan
minimal
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Hahwa menurl Sakal Bpk Apson Himpua nant Mengetabion snggal geoutiagan
Pomanukan Dokumen dukungan pada gl 18 Apol 2024 melalol Pelugas Helpdesy
bahwa pentitupan petmasokan dukungan padi gl 12 Mel 2024

Banhwa kemudian keterangan Saksl Bpk Apson Tmpun yang menjelaskin bl
Tormohon Ndak perna melakakan Sosialisasl sebelum Pemasukian Dukunhgan
dikuatkan ketorangan Sakal Hudi Pangalils sebigal 1O Bakal Pasangan Calon
Bupati DJEKMON AMIGESH dan DICIE T PULLLS Sos MG Skl Bpk Hudi
Pangalila yang pada Pokoknya menjelaskan Bahwa Sakst lidak perma menenmis
undangan soslslisast darl Termohon sebselum Pemasuka Dokumen Daftar
Dukungan

2. Bahwa dalam Dalil Dalil pada Pormohonan Pemohon menguratkan jugi bitiaa
Termohon pada sant molakukan Vorifikasl Faklual lerhadap Pendukung Pemohon
PPS melakukan Vidio dan Pholo sehingga membuat Pendukung Mencabut
dukungan dikuatkan oleh Saksl Angela Ughude di kecamatan damau, saks Hanok
Surdado di Desa Lalue,saksi Emil Saudale di Kelurahan Beo Timur yang pada
intinya saksl menjelaskan bahwa akibat PPS melakukan Vidio disaat melakukan
Verifikasi Faktual mengakibatkan pendukung yang sudah membenkan dukungan
KTP menarik dukungan dan menyatakan lidak mendukung Pemohon,

3. Bahwa Termohon melalui PPS disemua Desa dan Kelurahan melakukan
Vidio,Photo dan PPS pada saal bertanya kepada Pendukung melakukan
penekanan sehingga banyak pendukung yang menarik Dukungan karena ditanya
berkali kali walaupun Pendukung suda menyatakan mendukung tapi PPS tetap

/ \ berkali kall menanyakan apakah mendukung sehingga yang bertahan
‘} o} memberikan dukungan pada Verifikasi pertama dan kedua berjumlah 4.705
\- adalah Pendukung Panalik saja,

4. Bahwa Jika Termohon Melakukan Verifikasi Faktual dengan baik maka suda pasti
dari jumlah dukungan pada penyerahan dukungan pertama sebanyak 8115
(BUKTI P.3) ditamba dengan penyerahan dukungan pada Perbaikan kedua
sebanyak 5920 (Bukti.P.5) maka dukungan sebanyak 14.035 (empat belas ribu
tiga puluh lima) dukungan maka sudah pasli jika dilakukan Verifikasi Faktual
dengan baik Maka Pemohon mencapai Syarat jumlah dukungan Minimal yaitu
7.339 dukungan.

5. Bahwa baru penyelenggaraan Pemilihan Bupati dikabupaten Talaud kali ini tahun
2024 sebelum pemasukan dokumen dukungan calon Perseorangan KPU
Kab.Talaud tidak pernah melakukan sosialisasi sehingga Pemohon sangat
dirugikan Maka Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Talaud sebagai
Lembaga satu satunya yang diberikan wewenang oleh undang undang
mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran
Administratif. MENYELESAIKAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN

PEMILIHAN DAN SENGKETA PEMILIHAN berkenan memberikan keputusan
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untuk mengikut sertakan Pemohon menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Kabupaten Talaud Tahun 2024.

TENTANG BUKTI DAN SAKSI TERMOHON

1. Bahwa tentang dalil Termohon bahwa Termohon Melakukan sosialisasi Calon
perseorangan sebelum penyerahan Dukungan oleh calon Perseorangan
DIBANTAH SENDIRI OLEH TERMOHON MELALUI BUKTI T.01 Photo sosialisasi
ternyata setelah diperhatikan dengan cermat photo yang diajukan oleh Termohon
dalam Bukti T.01 adalah Bukti Photo sosialisasi Percalonan Perseorangan yang
dilakukan oleh Termohon pada tanggal 31 Mei 2024 Kegiatan Sosialisasi yang
dilakukan oleh Termohon setelah Pemohon memasukan dukungan di Kantor
Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 (Bukti P.1)

2. Bahwa tentang Bukti T.02 pengumuman Persyaratan Calon terbukti dalam
persidangan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa hal mana
Termohon mengumumkan apa yang dalilkan oleh Termohon tidak diketahui oleh
para Bakal Calon Perseorangan DJekmon Amisi DR.Jeti Pulu,S.Sos M.Si dan
Bakal Calon Drs Apson Timpua Pembuktian melalui keterangan Saksi Drs Apson
Timpua dalam persidangan dan Kesaksian LO Pemohon Saksi Rudi Pangalila
bahwa sampai dengan Pemasukan Dukungan Calon Perseorangan Baik Bakal
pasangan Calon dan LO Pemohon tidak perna menerima undangan Sosialisasi
Calon Perseorangan yang mengakibatkan para Bakal Calon tidak Maksimal
Mengumpulkan dan Mengedarkan Dukungan ke TIM Sukses Pemohon di Desa

Ff )__\} dan Kelurahan dan menyebabkan Pemohon tidak dapat Mengaploud semua

| dukungan dan hal ini sangat merugikan Pemohon.

3. Bahwa tentang Bukti T.07 sampai dengan Bukti T.30 tentang berita acara yang
dibuat oleh Termohon dan PPK di 19 Kecamatan dan Bukti T.31.sampai Bukti T.36
kami Pemohon tidak memberikan tanggapan sebab Berita Acara yang harus
dibuat dalam Tahapan secara Normatife.

4, Bahwa tentang saksi Jandri Mamuaya, Marselina Mengga dan Vanbasten
Mangole adalah Ketua PPS dan Anggota PPS Tarun Selatan ketiganya
menjelaskan didesa Saksi Tarun selatan Pendukung semuanya di Vidio kecuali
bagi mereka yang tidak dapat dihubungi karena tidak berada di tempat.

5. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil dalil termohon yang didalilkan
pada jawaban Termohon karena Termohon tidak dapat menghadirkan saksi
menguatkan dalil Termohon.

Berdasarkan pada apa yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon memohon

Kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang memeriksa Sengketa antara

Pemohon dan Termohon berkenan memberikan Putusan:

1. Menyatakan Menerima Permohonan Pemohon.
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2. Menyatakan bahwa Pemohon Memenuhi Syarat Dukungan Minimal dalam
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024,

3. Menyatakan bahwa Cara dan Mekanisme Verifikasi Faktual dukungan yang
dilakukan oleh Termohon melalui PPS dengan cara melakukan Vidio, Photo dan
siaran Langsung pada media Sosial FaceBook (FB) sangat merugikan Pemohon
sehingga menyebabkan Pendukung Menarik dukungan.

4. Menyatakan bahwa Dukungan Pemohon telah melebihi dari 7.339 dan Memenuhi
Syarat Minimal Dukungan sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten
Talaud tahun 2024.

5. Menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati DJEKMON AMISI, SH dan pasangan
Calon Wakil Bupati DR.JETI PULU. S.Sos. M.Si Memenuhi Syarat Dukungan
Minimal untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.

6. Menyatakan Membatalkan Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024
tanggal 17 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon dan dinyatakan Tidak
Berlaku.

7. Memerintahkan Termohon untuk menerima dan Mendaftarkan Pemohon sebagai
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024.

8. Memerintahkan Termohon untuk menjalankan Putusan Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam sengketa ini.

MOHON KEADILAN.

KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah

penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis

musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di

bawabh ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam
sidang sebelumnya,

2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil
dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam
jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;

3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan
keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula
dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam
kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;

4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Minggu dan Senin tanggal 25
dan 26 bulan Agustus tahun 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan
sebagai berikut;

4,1, Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dibacakan Pemohon dalam
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persidangan pada han Minggu tanggal 25 Agustus 2024, pada pokoknya
menyatakan tidak berlaku Berita Acara Nomor 220/PL 02 2-BA/7104/2/2024
Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2024, ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2024, yang
pada pokoknya telah menyatakan status akhir hasil verifikasi persyaratan
dukungan minimal Bakal Calon Bupati Djekmon Amisi, SH, Pekerjaan
Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bakal Calon Wakil Bupati
Dr Jeti Pulu, S Sos, M.Si pekerjaan lainnya dinyatakan TIDAK MEMENUHI
SYARAT yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini Menurut Pemaohon
sebagaimana tertuang dalam pokok permohonan yang kemudian diuraikan
dalam Alasan-Alasan Pemohon, bahwa Termohon melalui PPS telah
melakukan kesalahan atau menyalahi cara dan mekanisme dalam proses
pelaksanaan verifikasi faktual dukungan dengan melakukan video, foto dan
siaran lansung melalui Media Sosial. Adapun alasan-alasan Pemohon adalah,
dapat dirangkum sebagai berikut
a Bahwa Pemohon telah memasukkan atau menyerahkan dokumen
dukungan KTP sebagai pemenuhan syarat pencalonan perseorangan
melalul beberapa tahapan, tetapi dalam proses verifikasi yang dilakukan
oleh Termohon melalul PPS, Pemohon mendalilkan bahwa sebagai akibat
Petugas venfikasi dalam hai ini PPS melakukan Video, Foto dan Siaran
Langsung melalui Media Sosial, sehingga kemudian sangat berdampak
pada sejumiah pendukung menarnk dukungannya dan Pemohon merasa
*-1 sangat dirugikan
b Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon mendalikan tentang
kesa'ahan Termohon dalam menerapkan cara dan mekanisme Verifikasi
Faxtual dukungan
¢ Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyoal tidak adanya
sosiahsast oleh Termohon atau tdak membenkan sosialisasi kepada
publk terkat calon perseorangan dan tdak pernah diundang dalam
sosiahsas: calon perseorangan mengenai syarat dukungan dan bentuk
formulr dukungan sehingga Pemohon baru mengetahu syarat dan
formulr jenis baru sesuai peraturan KPU dua minggu menjelang
penutupan waktu penyerahan dukungan dan selanjutnya Termohon tidak
melakukan sosialisas: dengan bak kepada PPS sehingga PPS tidak
memahan apa maksud dan fungsi verifikas: faktual
d Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan penggunaan
Aplikasi Silon yang dibuat oleh Termohon mempunyal kekurangan yang
sangat fatal karena tdak mempunyai Filter sebab data yang telah
diunggah oleh Pemohon bdak mengalami data ganda sebab seharusnya
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Jika gata dukungan yang sudah diunggan otomats langsung dio'ak oieh
s:stem program Silon agar bdak mengakidatkan tenad nya data ganda dan
dampak dan Silon tersebut sangat merugikan Pemohon sebab data yang
sudah ai venfikasi faktual pertama temnyata keluar juga pada venfkas
faktual kedua pada perbaikan dukungan
4 2 Bahwa terhadap dali-dali Pemohon. dalam persidangan pada han Minggu
Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2024 dengan agenda pertama pembacaan
Jawaban Termohon, nyata dan jelas Termohon telah membantah semua da /-
dalil yang diajukan Pemohon pada angka 4.1 di atas. yang dikuatkan dengan
bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan
4 3 Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut pada angka 4.1 Termohon mempertegas
kembali bahwa Pendokumentasian dan/atau mendokumentasikan proses
verifikasi faktual telah diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU
Nomor 8 Tahun 2024, Jo Bab X Huruf A angka 9 Keputusan KPU Nomor 1002
Tahun 2024. Bahwa sebagaimana ketentuan dimaksud menyatakan "PPS
harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu™ hal ini berlaku
mutatis mutandis untuk verifikasi faktual kedua. Pemaknaan kalimat
mendokumentasikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan
informasi dalam bidang pengetahuan. Bila mengutip dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), pengertian dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan,
pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian
atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan
bahan referensi lainnya. Kata dokumentasi itu sendiri diadaptasi dari bahasa

K
/
'-‘{ , Inggris ‘documentation” yang ternyata dapat mengandung dua pengertian,

tad/

yaitu

- Maten yang memberikan informasi atau bukti resmi, atau yang berfungsi
sebagai catatan

. Tindakan mencatat dan mengklasifikasikan informasi secara tertulis, foto,
video, dan lain sebagainya. Jadi, pengertian dokumentasi adalah aktivitas
atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencanan.
penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen Tujuannya adalah
untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta
menyebarkannya kepada pengguna. Oleh karena itu dapat diambil
kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS adalah
sudah sesual dengan cara dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan
Peraturan perundang-undangan sebagai Pedoman bagi Termohon dalam

melakukan proses verifikasi faktual dukungan
Peraturan KPU

da'ah

Bahwa terhadap pemaknaan Sosialisasi sebagaimana

Nomor 9 Tahun 2024, pasal 1 ayat (15) menyebutkan “Sosialisasi a
16
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072323 penyampa an ~formas Pem iy atau Pem o nan’ Seanutnya da'am
pasa 32 PXPU cmacsud mengamanatkan Sosaisas: sebagamana
dimaxksud gaam Pasal 31 huruf a bertujuan untuk.
3 menyampa«an nformas Pemiu atau Pemlhan
0. memoenkan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata
cara te«nis Penyelenggaraan Pemilu atau Pemitihan:
€ meningkatxan penggunaan hak pith dalam Pemilu dan Pemilihan
Sedang«an menunut para ahli diantaranya Menurut Maclever (2013 175)
s0s2 sas ada'an proses memperizjan noma. nlali, peran dan semua
persyaratan lan yang diperlukan untuk partisipasi efektf dalam kehidupan
sos 2 Sosalsas ada'ah proses belajar yang kompleks. Dan pemahaman
teniang sosialsasi sebagaimana dimaksud tidak hanya dimaknai secara
semod hanya terbatas pada ruang-ruang gedung (pertemuanitatap muka),
tetap secara luas dapat melalui ruang-ruang publik (Media Sosial, Web. FB,
YouTube dll). Kedua bahwa hal lainnya adalah membutuhkan partisipasi
efextf da'am kehidupan sosial. Bahwa dari pengertian tersebut Termohon
telah melakukan Sosialisasi dimaksud. bahwa kemudian Pemohon dalam
dal! pemohon menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi adalah
tdak benar dan kami membantah sebab Termohon telah melakukan
sosialisasi melalui website, dan media lainnya.
4 4 Bahwa dalam persidangan pada han Senin Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun
2024 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi fakta sejumiah 9 (sembilan)
orang masing-masing terdin atas LO dan Pendukung Pemohon. bahwa
Termohon berpendapat bahwa dalam penuturan keterangan atau kesaksian
-f' Para Saksi Pemohon hanya mengungkap kronologis atau jalan cerita
pengambilan dokumentasi oleh PPS yang juga didampingi oleh PKD dan Saksi
juga tdak dapat membuktkan dalam persidangan secara signifikan suara
Pemohon berapa jumlah dukungan yang menarik dukungannya, sehingga bila
diakumulasi angka-angka tersebut dapat mempengaruhi jumlah yang
ditetapkan oleh Termohon Selebihnya tidak satupun keterangan saksi yang
menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam
proses venfikasi dokumen persyaratan pencalonan perseorangan, karena
Saksi juga adalah LO dan Pendukung Pasangan Calon yang tidak tahu dan
paham tentang aturan terkait cara dan mekanisme verifikasi pencalonan
perseorangan dan yang belum tentu benar dan/atau sangat diragukan
keterangannya, karena sudah barang tentu keterangan saksi menguntungkan
Pemohon sendin
5. Berdasarkan uraian-uraian berdasar fakta persidangan dan tanggapan akhir
Termohon di atas, maka Termohon menyimpulkan Termohon tidak terbukl
melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses verifikasi Syarat Dukungan
37
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Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (Djekmon
Amisi, SH dan DR Jeti Pulu, S Sos ,M.Si). Bahwa Termohon telah melaksanakan
tahapan verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupat
Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti
melakukan kelalaian dalam proses verifikasi faktual dukungan pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati yang menyebabkan adanya alasan untuk menerima
permohonan Pemohon Sengketa Pemilihan sebagaimana yang telah didalilkan
oleh Pemohon dalam Permohonannya. Karenanya, berkenaan dengan
Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis
Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

5.1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

52 Menerima Jawaban dan Kesimpulan termohon;

5.3 Menyatakan Berita Acara Nomor : 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang
Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun
2024 dan dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2024 sah demi hukum.

atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Demikian disampaikan kesimpulan Termohon, dengan harapan Majelis

/' \ Musyawarah dapat memutus sengketa Pemilihan ini seadil-adilnya. Atasnya
i) disampaikan terima kasih.

C. PERTIMBANGAN HUKUM
1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor
220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi
Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Talaud ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024 (vide Bukti P-7 dan
vide Bukti T-32); dan Permohonan Pemohon diajukan kepada Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 20 Agustus 2024, kemudian diterima
dokumen permohonan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor:
001/PS.PNM.LG/71.7104/VI111/2024, selanjutnya diregister pada tanggal 21
Agustus 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
38
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Bl b babwin 20t tatang Porwtapan Patatutan Pamenntan Penggant
Uiy Dhisbaigy Bone U Pl 2004 lantang Pamiihan Gubemur Bupat dan
AN bbb it Ehidansgy Unsdang (VU Poiilibang funito Palusan Mahkamah
Bt paited B A0 s VIO T0 letanggal 20 Januan 2020 yang menyatakan
ot b Pssinibvan imeigapiban kabaralan lshadap kepatusan KPU provins atau
hopiibiaan KELE Ralipaten/kola bopaila Bawaslu groving) danfatau bawaslu
atbiprateny hoda dalan jangha waktu paling lama 3 (liga) han kerna sejak keputusan
WU rovinet dan KEU Kabupatandfota ditetapkan”

Montmbang bahwa batdasarhan ketentuan Pasal 21 ayal (2) Peraturan Badan
Pogawas  Poniliban Umuam Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Fotyolonaian tonghela Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
AWakil Bopall, Herla Wallkota dan Wakil Wallkota (Perbawaslu Penyelesaian
tongheta Pamilihan) menyatakan “Memohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajakan paling lama 3 (lga) har kerja terhitung sejak keputusan dan/atau
betila acara 1)U Provinst atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”,
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan lersebut diatas, Majelis Musyawarah
Nawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat Permohonan a quo masih
dalam tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan,
O SENOKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan Berita Acara
Nomor 2200102 2-BA/7104  tentang  Rekapitulasi  Akhir  Hasil Verifikasi
\ Parsyartatan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
q Kepulauan Talaud, ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024 yang secara

langsung merugikan Pemohon karena hasil akhir verifikasi persyaratan dukungan
minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud
menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan,;
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 UU. Pemilihan yang
menyatakan "Sengketa Pemilihan lerdiri atas:
a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
b. peserta Pemilhan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota",
Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa
Pemilihan menyatakan, “"Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau
keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan
dirugikan secara langsung; ayat (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan
KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa
Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek
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sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsl atau berita acara KP'U
Kabupaten/Kota".
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Musynwatah
menilai Objek Sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan
mengenai Objek Sengketa.
3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupall
dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Djokmon Amisi, SH
dan Dr. Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud dengan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada
tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.20 wita.
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b UU. Pemilihan menyatakan,
“sengketa Pemilihan terdiri atas: b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan
Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota";
Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 2 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan
menyatakan "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah
Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisl
Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk
/ -" mengikuti Pemilihan”;
.1 o Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam penyelesaian
sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. Bakal Pasangan Calon; atau
b. Pasangan Calon"
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Musyawarah
menilai Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan Bupali dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kedudukan hukum (legal standing)
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Talaud.
4 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING ) TERMOHON
Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Kepulauan Talaud yang berkedudukan di Jalan Bui Batu Kelurahan Melonguane
Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi
Utara;
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, dan Pasal 14 huruf a
UU. Pemilihan menyatakan sebagai berikut:
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A Fasal toangha O menyatahan  BEU babnipalon s ola adabal il
penyelenggara pamibiban umnin sehagaliniana  diabend  dalam ondang
undang  yang  mengalul imeingenal peinyelsiggaa PO e yang
diberhan tugas menyelenggaiahan Famiiian Bupat dan Wakll Bl s la
WWalihota dan Waki Walinota Berdasarhain hetenhian yang st dalai ndang
Undang v,

b Pasal 14 "KPU Kabupaten kota datam Pemiliban Doapat dan Wakil it netli
Pemilihan Walihota dan \Wakil Wallhota wajity a telahaanakan sonin laliapan
penyelenggaraan pemilihan Bupatt dan \Wakil Bupati serta pomiiihan Wallkota
dan Wakil Walikota dengan tepal waktu

Menimbang bahwa berdasathan hetentuan Fasal 142 horat b UL el

menyatakan ‘Sengketa Pemilihan terdinl atas b Henghela anlara 'oserla

Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan  sebagal  akibal  dikeluarknnnya

Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota '

Menimbang bahwa berdasatkan Pasal ¢ ayal () hual a Potbawanli

Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan “Termohon dalam penyelesalan

sengketa Pemilihan terdir atas: a. KPU Provinal, atau KIPU abupaten/iKota untuk

sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan’,

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atan, KU Kabupaten

Kepulauan Talaud, memiliki kedudukan hukum (fegal standing) sebagal Termohon

dalam penyelesaian sengketa Pemilihan pada permohonan a quo

f/"h 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

{%‘;’ Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bortempat di Kantor
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam rapat rekapitulasi akhir hasil verifikasi
persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupali dan
Wakil Bupati menetapkan Berita Acara Nomor. 220/PL 02 2-BA/7104/2/2024
tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, menyatakan status
akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama
Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jeti Pulu, §$ Sos M Si diyatakan Tidak Momoenuhi
Syarat (TMS),
Menimbang bahwa terhadap Berita Acara dan/atau Objek Sengketa tersobut di
atas telah diajukan permohonan penyelesalan sengketa Pemilihan dengan Nomor
Register 001/PS.REG/71.7104/VI11/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Talaud;
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU
Pemilihan menyatakan “ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota

berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142,
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ayal () Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) han sejak diterimanya
laporan atau temuan, ayat (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
molakukan penyelesalan sengketa melalui tahapan
A Menetima dan mengkaji laporan atau temuan, dan
b Mempertemukan pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan
melalul musyawarah dan mufakat”,
Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Penyelesaian
Sengketa  Pemilihan  menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa, (2) Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”;
Menimbang bahwa Pasal 9 huruf b Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan
menyatakan huruf “b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil
fBupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”,
Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa
Pemilihan menyatakan “Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap
keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota",
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis
Musyawarah berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud berwenang memeriksa dan memutus permohonan

penyelesaian sengketa Pemilihan a quo.

D PENDAPAT HUKUM MAJELIS

4 - Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama
Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan
mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok
permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut
Menimbang bahwa Pasal 41 ayal (2) huruf a UU. Pemilihan mengatur calon
perseorangan juncto Pasal 6 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang
menyatakan “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika
memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan
termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau
pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan
ketentuan a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap sampai dengan 250 000 (dua ratus lima puluh ribu) jwa harus

didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)’,
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Mg bahwa Termohion telal menethitkan Keputusan Kormisi Pemiliban
I abspaton lepilanan Talaud Nomor 517 Tahun 2024 fentang Syarat
vl b Forsobaan Dukungan Nakal I'asangan Calon Perseorangan Dalam
Prommlitian Mgt dan Wakll Hupatt Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

B T APHE 2004 Sebanyak 700 Dukungan dan Tersebar di Minimal
Sebanyak 10 ey amatan

Momimbang bahwa Pasal 40 ayal (4), (b), (6) dan ayal (7) UU  Pemilihan
iy atakan (8 KEU Provingl atan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan
calin permectangan atan ime yang diborkan kuasa oleh pasangan calon
menyerahkan dokumen syatal dukungan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
hepada PPN antuk dilakukan verlfikasl faktual paling lambat 28 (dua puluh
detapan) Han sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulal, (5) Venfikasi
faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat
Betas) Hane terthitung - sejak  dokumen  syaral  dukungan  pasangan  calon
perseatangan disetahkan ko PPS,(6) Verifikasi faklual sebagaimana dimaksud
pravdaayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan melode sensus dengan menemul
langsung setiap pendukung calon, (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud
pracda ayat (4) dan ayat (b), tethadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui
pada saat verfikast faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk
menghadiukan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3

(hga) Han terhitung sejak PPS idak dapat menemui pendukung tersebut”,

Monimbang bahwa Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang
_1" Pencalonan Gubemar dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan) menyatakan “(1) KPU Provinsi
dan KU Kabupaten/Kota melakukan venfikasi faktual kesatu terhadap daftar
nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuh
syaral jumlah dukungan mimmal dan persebaran berdasarkan hasil verifikas)
administrast dan/atau hasil verfikas: administrasi perbatkan kesatu, dan (2) KPU
Provinsl dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama  pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalul PPK untuk difakukan

vorlikast faktual kosatu

Menimbang bahwa Pasal 61 PKPU Pencalonan menyatakan (1) PPS melakukan

aktual kesatu menggunakan lembar kerja yerifikasi faktual PPS, dan (2)

verfikas)  faktual  kesatu

verrifikasi !

PPS  harus  mendokumentasikan  pelaksanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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Menimbang bahwa Pasal 62 PYP Pencalonzn menyatakan (1) Jerfkas fartual
kesaty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untux membukbkan 2
vebenaran identitas pendukung, dan b kebenaran dukungan Pasangan Caion
perseorangan, dan (2) Kebenaran identitas pendukung sebagamana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan
Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerfja
PPS dengan memenksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil milik pendukung, dan (3) Dalam hal identitas
pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan
verifikasi kebenaran dukungan, dan (4) Kebenaran dukungan kepada Pasangan
Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan

Calon perseorangan’,;

Menimbang bahwa Pasal 63 PKPU Pencalonan menyatakan “(1) PPS melakukan

verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan

metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau

tempat lain, dan (2) Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di

tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS

melakukan verifikasi faktual kesatu dengan: a. b. meminta Pasangan Calon
perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain

yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat

menemui pendukung tersebut; dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi,

dan (3) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

'y atau ayat (2) pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu)
/ ‘1“ Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan
—/ memenuhi syarat, dan (4) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung dinyatakan meninggal dunia

setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan

kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat’;

Menimbang bahwa Pasal 82 PKPU Pencalonan menyatakan “ketentuan mengenai
verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota™,

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 517 Tahun 2024 tentang Syarat

Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
44
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
tanggal 18 April 2024, sebanyak 7.339 Dukungan dan Tersebar di Minimal
sebanyak 10 Kecamatan;

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 220/PL.02.2-
BA/7104/2/2024 Tentang rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan
minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang
ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024 menyatakan status akhir hasil verifikasi
persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr.
Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (vide Bukti P-7
dan vide Bukti T-32);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan keberatan kepada
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan diregister dengan Nomor
001/PS.REG/71.7104/VIII/2024 tanggal 21 Agustus Tahun 2024,

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat
hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup
Pertama pada tanggal 23 Agustus 2024 dan Musyawarah Tertutup Kedua pada
tanggal 24 Agustus 2024. Musyawarah dilaksanakan 2 (dua) kali secara berturut-
turut tanpa dihadiri Termohon sehingga Musyawarah dilanjutkan pada tahap
Musyawarah Terbuka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan “Dalam hal termohon
tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam

'i pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan
- ;L;)_._ musyawarah memutuskan:

a. permohonan sengketa pemilihan tidak mencapai kesepakatan; dan
b. melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama
Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon Majelis Musyawarah akan
mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak, dalil dan bukti yang
diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4, 5, 6, 10, 17, 19, 20,
dan 22 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan pelaksanaan Verifikasi
Faktual yang di lakukan oleh Termohon dalam hal ini PPS Kabupaten Kepulauan
Talaud. Terhadap pemilik KTP yang memberikan dukungan kepada Pemohon
menggunakan sarana teknologi informasi berupa pengambilan vidio dan siaran

langsung di FaceBook (FB) sehingga menyebabkan pemilik KTP menarik
45
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Seaeeaan dea s engatanan bk ek kepada ool bareim
PR (oA et Bt kg an Mook dibetalinil vloly Foennialy
Cesacan Semenntaly abipaten karena mereka Bkt fidak tagl imendapothan
ot s desa eoagibinid st peadohung sebiggn ey ebabiba dub g an
Cemehon e Acoang dan dioyatakan olele Tevmohion dak msmennhil syaial
ORI e LAY A getin My v aly batpeiddapat pengogunan vidio
Gt s an bangsug e S ace ook (EIY alebe vertikator (000 tidake iedanigg o
Aeteatoan sl o avat (Y PREU Pencatonan ethall dongan dalil el
pendoheng metasa tkut bl dukungan diketabit oleh pemonintaly Dosa dan
pevecelan Rabopaten tdak o akan mendapathan bantoan dan Do yang
wengan batkan berkurargnyva dukungan datk orang yang mempanya hak pilih

saan dapat o borbhan eleh Pemohion datam Musyawarah torbiika,

Veambang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka £, 10 dan O Patmalionan
vang pada pokoknya mendabihan Termohon  tidak - moelakukan/memborikin
cosabsas kepada verthator (PPSY dan kepada publik mengonal kebotadaan
caon ndependen perseatangan dan mengenal syarat dukungan serta bontuk
St duvengan Maels Mosyawarah berpendapal Termohon telah molakokan
sosateas hepada bakal pasangan calon perseotangan/t O, media/pors serta
vor faator pada ban Jumat 3 Ne 2004 Pukual 14 00 Wita s d selosal Bortempat

SFantor R PO Eabupaten kepotavan Talaud (vide Bukti 1-06),

Wenmbang tabwa tethadap dall Pemohon pada angka 11 Permohonan yang
padaporcrnyga mendal bt saat vefikas faktual seumiah pendukung tidak dapat
Ao oot venfeaton warena beranghal ke Minahasa untuk memelik cengkeh
-f‘ dan becar et berera 0 Weda dan daerah lamnya idak dapat dibuktikan oleh

Pemonon dalam Musyawalah lerbuka

Menmbang babwa tethadap dall Pemohon pada angka 12, 13 dan 1%
Permatoran yang pada poroknya mendalilkan Silon KPU tdak berfungs: optimal
prtue et s kegandaan data dukungan yang mengakibatkan kerugian
bag Pemchon Maels NMusyawarah berpendapat banyak dukungan yang sudah
dilanukan verfieas faktua pada veolkas faklual kesatu (ganda pada verlak
kedua) pada saal venfkator melakukan verfkas administias: nama nama
tersebut bdak terbaca ganda pada aplkasi Sidon sehingga status venfikas
adminstrasi  dinyatakan  Memenuh  Syarat  karena  data  B1-KWK
PERSEORANGAN sesua dengan san Sidon dan Wdak diternukan data ganda

setelah melakukan analisis pendukung
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Menimbang bahwa Berta Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor
220/PL 02 2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Venfikasi
Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Talaud tanggal 17 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Pemohon telah
sesual dengan UU, Pemilihan dan PKPU Pencalonan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta alat bukti lain yang diajukan dan tidak
terkait dengan Petitum serta tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon,
Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

E. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan
sebagai berikut;
1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 220/PL.02.2-
BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan
Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Talaud tanggal 17 Agustus 2024 yang diajukan dalam permohonan Pemohon
merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan
Pemohon;
5. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 220/PL.02.2-
( '\ BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan
A ‘/} Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Talaud Tanggal 17 Agustus 2024 sah secara hukum;,
6. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk
dikabulkan.
Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
Jjuncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29

Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
47
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Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubsstnne dan Wk il i Fogesh

\Wakil Bupat zerta Wali kota dan Wakil Wall kol

MEMUTHISIRAN

Menaolak Permohonan Pemohon untuk selurahings

Demihian diputuskan didalam rapat pleno Bawasiu Kabupaten Kepulavan Falaad gada

han Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua thu dua pulub smgeat yang Gk

oleh 1) Zenith Timotius Malli Anaada, § 1P, 2) Glendy Dalope, 5 Kom, 3) Sirdra o gan

M Pd masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawasiu Kabupaten Fepulauan Tabae)

dan dibacakan di hadapan para pihak setta tetbuka untuk umum pida hari Sabb Langgal

tiaa puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Glandy Daloge

S Kom, dan 2) Sidra Sofyan, M.Pd masing-masing sebagal Majelis Musyawarah Bawasu
Kabupaten Kepulauan Talaud dan dibantu oleh Fiktor Junaidi Koropit, 5 £, M SA sebags

sekretarnis

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud,

Ketua Majelis,

ttd

Glendy Dalope

Sekretaris

ttd

Fiktor Junaidi Koropit
NIP. 19880224 201102 1 001

https://jdih.bawaslu.go.id

Anggota Majelis,

ttd

Sidra Sofyan

Salinan Putusan ini dibuat sesua dengan Asliniz
Tanggal 31 Agustus 2024

: Sekre ajelis,
|'I 4 d’%‘}f i

a8
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